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PROVINS| KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

[Z04 MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

babwa uniuk menindaklanjuf ketentuan Paszal 13
Peraturan Daerzh Kabupaten Sambas Nemar 7 Tabun

2015 tenting Bangunan Gedung, periu membentuk
Peranyzn Daerah tentang [an Mendirikan Bangunan:

:

2.

Pasal 18 ayat & Undang-Undang Dasar Negars
Republik Indomesia Tahun 19457

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nemaor 2 Tahun
1953 tentang Pembemukan Daerah Tingkat [ di
Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndenesia Nomor 352 sebagai Undang-
Undang (lLembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 5% HMNomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  [820]
sebapaimana tdak diubah dengan Undang-Undang
Nomor B Talin 1965 temeang Pemmbentukan Daerab
Tingks#t | Tabalong dengan Mengubah Undang-
Updang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembertukan Dagrah Tingkat [ di Kalimantan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1965
Momor 51, Tambahan Lembaran Negama Republik
ndonesia Nemor 2756);

Undang-Undang Nomor & Talum 15981 remang
Hukum Acara Pilana [Lembaran Negara Republi
[mdonesia Tahon 1981 Nomor 76, Tambaban
Lembaran Negara Republik [ndonesia Momor 3200
Undang-Undang Nomwor 25 Tabun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran MNegara Republik
hdonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor $247):
Undang-Undang MNomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang [Lembaran Negara Republk
[ndonesia Tahun 200F Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725,



& Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentarg

10.

12

14

Jasa Konstruksi (Lembaran  Megara  Republik
hdonesia Tahm 1999 Homor 34, Tambahan
Lembaran Megara Repubm{ Indenesia Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tfentang
Peimbangan Keuangan Artera Pemerintah Pusst
dan Pemerintahan Daerah jLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahen Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 4438),
Undang-Undang MNomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan [Lembaran Megara Republik [Ddonesia Tahun
004 Nomar 132, Tambahan Lembaran HNegara
Republik Indonesia Nomor 4444
Undang-Undang Nomor 28 Tabue 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Megara Republik bdonesia Tabun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaman Megara Republik Indonesia
Normaor 504 ) .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 fentang
Perlindungan dan Pefgelotaan Lingkungan Hidup
Negara Republik Indonesia Tabun 2009
Momor 140, Tambahan Lembaran Nega=s Republi
indonesia Nomer 3055 |
Undang-Undang Nomor 12 Tamm 2011 tentang
Pembeniukan  Peraturan  Perundang- Undangan
fembaran Negara Repubdk ndonesia Tahun 201]
Nomor B2 Tambahan Lembaran Negara Republik
hdonesin Nomor 5234)
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
hdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republk Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Aas Undang-Undang Nomor 23
Talhun 2014  temang Pemerittahan  Daesrah
Lembaran Megara Republik lndonesia Tabun 2015
Nomor 58 Tambahad Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3679
Persturan Pemermtah Nomor 27 Tehwun 1983
tentang Pelaksanasn Kitah Undang-Undang Hukum
Acara Pidana [Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Megara Momor 3258
Peraturann Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tertang Izin Usaha Industn (Lembaran Negara
Republik  Indonema Tahun 1395 Nemeor 25
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:
Nomor 35%6)
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Pemmturan Pemenmah Nomor 25 Tahun 2000
terviang Kewenangan Pemerintah dan Kewemangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom [Lembaran HNegata
Republix Indonesia  Tamun 2000 Nomor o4,
Tambahar Lembaran MNegara Republik ndonesia
Nomor 3952,

Peraturan Pemerintah  Momor 22 Tahun 2060
rentang Usaha dan  Peran Masyaraks Jasa
Konskruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 HNomor &3 Tambshan Lembaran
Nepara  Republik  Indonesia  Homor 3555
sehagaimana tekh diubah dengan  Feraturan
Pemenntah Momor 4  Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas FPeraturan Pemerintah Momer 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Massarakat
Jasa Konstruksi ([Lembaran Negara Republik
ndoresia Tahun 2018 Nomor 7. Tambahan
Lembaran Megara Republik indenesia Nomor 5092
Peraturan: Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penvelenggaraan Jasa Konstrukasi
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956] sehapaimana tdah diubah
dengan Peraturan: Pemerintah Nomor 09 Tahun
2010 tentang Perubahan Atax Peraturan Pemerintah
Nomer 7% Tahun 2000 tentang Pemelenggsaraat
Jasa  Konatruks: (Lembaran  Negara Republik
kdonesia Tahut 2010 Nomor 95)%

Peraturan  Pemerimlah  Nomor 30 Talum 2000
bertang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Megars Republik  Indonesia
Talmm 2000 Nomor 65 Tambahatl Lembaran
Megara Republik hdonesia Nomor 39571

Peraturan Pemerintah  Nomo 66 Tahun 2001
tertang Retribusi  Daeah  (Lembaran  Negara
Republik Indenesia Tabun 2001 Nomor 119,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139;

Peraturan Peme citah  Nomer 36 Tahun 2005
rentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang
Nomor 28 Tahum 2002 tentang Bangnan Gedung
[Lembarat Hegaa Republik Indonesia Talum 20085
Momor £3 Tambahan Lembaran Negara Republik
hdonesia Nomaor 45325

Peratuman Pemeritah MNomor 26 Tabun 2008
tentang Rencama oz Rusng Wilaggh Nasional
[Lembaran Megara Republik Indonesmia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833

Peratan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 08
tentang Pengeliiaan Sumber Daya AT (Lembaran
Megara Republic Idonesia Tabun 2008 Bomor 82,



24,

27.
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33

Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomaor 4858):

Feragtuan Pemerintah  Momor 27 Tahun 2012
ietang  [zin  Lingkungan  (Lembaran  Negara
Republk Ihdonesia Tabun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonegiaMNomor 5285);

Peraturan Fregden Nomor 97 Tahun 2014 trentang
Pervelenpgaraan  Pelaganan  Terpady  Satu Pinw
Lembaran Megara Republik bhdonesia Tabun 2014
Nomor 221}

Peraturan Menteri Lingkumpgan Hidup Nomor 1l
Tahun 2006 teniang Jenis Rencana  Usaha
danfatau Kegmastan yang Wajib Dilengkapi Dengan
Analizs Mengenai Dampak Linglkupgen Hidup;
Peraturan Menteri  Pekegazn  Umum  Homor
34/PRT/M;2007 wmtang Pedoman Teknis lzin
Mengdinkan Banpunan Gedung.

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momer 32 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan
Bangunan (Betita Negara Republik Indonesiz Tahun
2310 Nomor 276]):

 Peraturan Menteri  Pekejaan  Umum  Nemor

26/PRT/M/f2007 temang Pedoman Tm Ahdi
Barngunan Gedung

Perarurany  Daerah  Kabupaten Sambas RNomor 7
Tahun 2006 tentang Keterthan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tabuc 2006 Nomor 7k
Peraturan Daersh Kabupaten Sambas Nomor 9
Tahun 2006 enang penvidk Pegow=: Negeri Sipld
Di Linpkungan FPemerintak Kabupaten Sambas
iLembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006
Nomor 9

Peraturan Daersh Momor 11 Tahun 2011 tentang
Retrbusi Periznan Terteffu  (Lembaran Daersh
Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12;

. Peratursn Daerah HKabupaten Sambas Nomar |

Tahun 2015 fentang Urusan Pemerintahan Daersh
{Lembaran Daeab Eabupaten Sambas Tahun 2015
Momor 3 Tambahan Lembaran Deemh Kabuparen
Sambas Nomor 11

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nemor 7
Tahun 2015 tentang Banguman Gedung {Lembaran
Daerah Kabupamn Sambas Talhm 2015 Nomor 8
Tamizahan Lenbaran Daecrah Kabupaten Sambes
Nomor 165);



Denggn Perserajusn Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG [ZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertan

Pasal |

Dalam peraturan in yang dimaksud dengan :

1
2

Daeah adalah Kabupatenn Sambas.

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintaban
oleh pemenntah daerah dan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah
menurut gsas otonomi dan tupas pembantuan  dengan prinsip
otonomi seluas huasnya datsm sistem dan prinmp negata kesatuan
Republik Indonesia stbagaimana dimaksud dalam Updang-Undang
[gear Megara Republik [ndoresia Tahun 1945.

Pamerintah  Daerah adalgh HKepda Daegah pebagal unsur
penyelenggara pemeriahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahsn yang menjad kewenangan daeah stanom

Kepala Daersh yarg selanjuinya disebet Bupati adalah Bupat
Sambas_

Oinzs Tekmis adalah perangka daerah sang membidangi periataan
ruang, bangpman dan fingkungan

Kecamaran adalah Wwilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Sambas

Camsa# adalah pimpman saman kena perengkat daerah  yang
mengepalai wilayah kerja kecamatan.

Badan adhlah sekumpulan orangdan/ atau modal yang merupakan
kesatuan bak wang melakcken usaha maupun tidak melakukan
usaha yang meliputt persercan rterbalas, perseToan komanditer,
perseroart lainnya, Badan Usaha Mikk Negara atau Daerah dengan
mama dan dalam bentuk apapun, firma, konpsi keperasi dana
pensiun, perselouan, perkumpiulan. yayasar, OrEganizas Mmassa,
organiasi sosil pobtk, atau erganisasi segjenis, lembaga, bentuk
usaha tetzp dan bentuk badap lamn¥a
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Bangunan adalah wuud hsik hasil pekerjaan konsouksi yarg
menyatu denpgan termpat kedudukannya baik sebagian maupun
keselujuhannya beradz distas atea didalam tanah danfatan  airn
yang terdiri dari bangunan gedungdan hanglinan bukan gedung.

Em Mendirikan Bangunan yang selanjuinya disingkat IME adalah
perizinan: yang diberikan oldh pemerintah daersh kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun bary, mengubah, memperiuas,
mengurangi dan/ ataw  merawar barn@inan sesuai  dengan
persyaratan administratf dan persyaraan teloms Yang berlaku.

ME Baru adatah Perizipan sang diberikan aleh pemerintah daereh
lepada pemilik bangunan untuk bangunan banl

MP Fenertiban adalah Perizinan yang diberikan oleh pemerintah
deerah kepada pemilik hangunan yang bangunannya sulah berdin.

IME Perubshan adalah Perizinan yang diberikan ol pemeritian
daerzh kepada pemilik bangunan jka terjadi perubahan baik secara
adriinistrasi maupun perubabian secara teknis hangunan yang telah
diterbitkan IMBnya

IME akibai bencanajforce majeur adalah Periznan yang diberikan
oldn pemermiah daerah kepada pernitik bangunan wang tertmpa
musibah seperti kebakaran, angin nbat dan sebaganya.

Rencana Tama Ruang Wilayah Kabupaten. yang selanjumya disebut
RTRW adalsh hasil perencanaan tala ruangwilasah kabupatesi Yang
telah ditetapkan dengan pevaturan daerah

Rencana Detzl Tata Ruang, yang selanjumya disebul RDTE adalah
penjabaran dari Rencand Taa Ruang Wilavah kabupaten ledalam
rencana pernanfaatan kawasan perkotaan

Peramuran Zonasi =dalah ketenuan yang mengatur entang
persyaratan pemanfaatan rmang dan ketentuan pengendaliannya dan
digusun untuk setiap  blok/zona peruptukan j}ang penetapan
zonanya dalam fEncana rinci taa riang

Rencana Tata Bangunap dan Lingkungan, yang selanuinya disingkat
RTEL adalah panduan rancang bangun  suaty  kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatin ruarg Yang memMuUal TERCRIA PrOgram
bangunan dan inpgkungan, TEncana umum dan panduan rancangan,
rencana invesias, ketenmman pergendalian rencana dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pembangunan

Permohorann IMB adalab  permohonan yang dilakukan penmk
bangunan kepade pemenntah daerah untuk mendapalkan [MB.

Membangun baru adalabh kegiatan mendirikan bangunan ¥ang belum
permeh ada schelummya.

Mengubal: adalali kegiatan merubah fagsi bangunan, merubab
srukmr/konstruksi  banpunan, merdbah  tampak bangunan dan
merubabh  denahfizy of ruang  dengan  menggunakan  bahen
pamanen schingga bempengaruh terchadap strukiurf/honstroks:
bangunan.
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(1
1)

Memperitas adalah kegialaD menanbah luasan lantai bangunan
baik =ecra vertikal atan horzontal

Mengurangi adaiah kegiatan mengyangi hiasz lamai bangunan baik
secara vertkal maupun horizontal

Retribusi Deerah yang =elanjuinya disebut retribum adalah pungutan
daersh schogai pembayaran #as jasa atau pembenan iz tartentu
yang khugus disediakan dan/atan dberian oleh ptmenntzh daerah
untuk kepentingan orang prisadi arau badan

Surat Keterangan Rencana Kabupaten yarg selanjuinda disingkat
SKRK adefah mformasi teniang persyaratan tats bangunan dan
lingkungan yang diberdakulancleh pemerintah dasah pada lokas
Tertentu.

Penyelenggara Pelayanan Terpadd Sam Pintu jang zelar juinya
disebut Penyelengpgara FTSP adalah ShPL) ¥ang menyelenggarakan
pelsyenan penzmnan dan DA peTLEnEaDn terpady Kabupaten Sambas.
Anaksis Mengenai Dampak Linglngan Hidup sang  selanjmys
disingkat Amdal adelah kajan mengenai dampak penbng syatu
waha danfatau kegistan yang direncanakan pada linglungan hidup
sang diperlukan bagi proses  pengambilan keputusan temtang
penyvelenggaraan usaha dan/atau kegatah

. Upaya pengeloiaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup yang selanjumya disifighkat UKL-UPL, adalah
petgelolaan dan pemnantavan terhadap maha dan/atau kegatan
yang tdak berdampak penting terhadap hngkungan hdup vang
diperlukan bagi proses  pengambilan kepulusan  tentang
pengelengmarasn usaha danjatau kegiaian,

Surat permyataan  Kesanpgpupan perngelolaan dan  pemantalian
lingkungan yang selanjumya disingkat SPPLH adakh dokumen
lingkungan untuk kepistan yang tidak wagh dilengkapi dengan
dokumen upasz pengelolaan Lingkungan

Bagian Kedua
Makzud dan Tujuan

Pasal2

Peraturan Darsrah ini dimaksudkan untuk menjad acian dalem
penerbitan IMB.

Peraturan ni  bertijmn  vmtuk  erwujudnya bangunan  yang
diditikan derpan memenuhi persyaratan  adminstratif  dan
persyarztan teknis bangunan sesuai dengan {ungsin¥a guna
mewnujidkan bangunan  yarg fungsional sesny dengan  ta
banguran ang saasi dan selaras dengan lmgkunganoya, Yang
diselenggarakan secars tertid untuk menjanmin keandalan tekMs
bangunzan, serta  berwujudnya  kepastan  bulum  ddam
pentyeleriggaraan bangunan .



{H

BAB UL
PEMEELRAN MB

Bagan kesats
Prinsip can Manfaal Pemberian IMB

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Setiap omang pribed arat badan yang akan membangun bary,
merehabilitasifmerenovasi, melestarnkan/memugar bangunan bar
dann  hanpunan yang sadab berdin  wajilb memiliki IMB yang
diterbitkan oléh Bupab metaly unit pela‘sanan perizinar.

ME sebagaimana dmaksud pada ayst ([ tdak diperukan pada
pekerjaan !

T RO RD R

-t

menidirikan bedeng;

memplester;

memperbaiki retak hangunan;

memperbaiki ubin bangunan;

memperbaila daun pintu/ jendela;

memperbaiki retup aiap tanpa mengubah konsmuks rangka atap,
memperbaiki lubang cshaya yang tdak melebibhi 1 m# { satu meter
persegr

membust pemisah balaman dengan  meterial dan konstruks
SEMeTHArS,

memperpeiki  langitlangit tanpa mengubah janogan utilitas
bangunar,

mengibah bangunan sementara;

memperbaili saluran a¥ jan dan sdokan dalam pelkarangan
bangunans

membuat bangunan yang Ssifamya sementara bagi kepentingan
pemeliharazn ternak denigan has tidak melebiht gars sempadan
belakeng dan samping %€Tia tdak mengganggu kepentingan Orang
lain atay umum,

 membuat pagar halamen vang sifamya semerfara { tidek

permanen) yang tnggnya tidak melebihi 120 | seratus dua puiuli |
centimeter Recuali adanya pagar in mengganpgu  kepentingan
arang lain stau ymoum.

Pasal 4

Pemberien MB disclenggamakan berdasarkan prinmp pelayanan prima,
melipud :

a. Prosedur varg sederhana. mudah dan aplikatd,

b. Pelajanan yang repal, terjangkau dan tepat wakny,

¢ Keterbukaan mformasi bag masyarakat dan dunia vsaha;

d Aspek rencana tata naEng, Kepashan 3tanus hukum pertanaharn,

keamanan dan keselamatan, sota kenyamanan.



Pasal 5

{1} Manfaat IMB bagj Pemeriniah Caerah adalah untuk ©

a. Pengawasan, perigendalian, dan penertian bangunan; _

h Mewujudkan tertih penyelenggaraan bangunan Yang DEnjarmin
keandalan bapgunan dai  segi  keselamatan, kesehatan,
keriyamanan, dan kemudahan,

c Mewyjudkan bangunan jeng fungsional sesusi dengan  1HA
banguran dan serasi dengan linglungannt a; darn

d Syarst penerbian sertifikasi laik jaminan hmngs bangunan.

(2t Manfas IMB bagi pemilik adalah :
a Pengajuar sertifikat laik jamnan fungsi bangunan; dan
h Memberikan kepastian hukum terhadap bangunan yang dimilila .

BAB II]
JENIS FELAYANAN BMB

Pasal b

Jenis Pelayanan IMB erdim dari:

& Pdayanan IMB Banx

b Pelaganan IMB Pencrtbamn;

¢ Pelgyenan MBS Ferubahan; dan
d IMB =skibat bencanafforce majeur.

BAB TV
PERSYARATAN

Pasa| 7

{1} Untuk mempercieh MB schagaimana dimaksud dalam pesal 6
pemchon mengajukan  permobonan secara teriulis kepada Bupati
melalui PTSP dengan melamprkan persiyaratan sebagn berilar:

a Pelayaman IMB Baru
1. Foto copy tands bukti kepemilikan tanah yarg tdah dilegalisag

oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap:

Fotocopy Karm Thnda penduduk scbanyak 2 (dua} lembar:

Fotocopy bukti lunas PEB tahun berjalan 2 [dua) lembar;

Gambar situass dan tapak bangunan dengan skala tertentu,

Sural pernyataan pemohon yang sudah diandatangani diatas

maeral 6000 sebanyak] [zatu] ranghkap

Sural permvatasn betas tensh yang sudah ditanda tangani oleh

pemohon distas materal G000 sehanyak 1 {zatul rangkep;

7. Foto lokasi yarg ingin dibangun fote terbaru) sebanyak 3itga|
ranglap;

A Cambar Repcana teln® bangunan gedung, melipun :

a Cambar srsitektur, terdin dari peta simasi, gambar situasi
bangunan [sde plan) dan gambar rewcans melpun gambar
denzh tampsk potongan dan detail dengan skala 1,20, L530,
11040, 172040,

ENTYE

=



10

11

12.

h. Gambar sistem smrukiur;

o (lambar sistem ytitas mekanikal dan elekrikal; dan

d Perhitungan stouktur untuk bangunan 2 jempat] lantai atau
lebih, danfatau bentang struktur lebih dari 6 m enam metes
diseriai hasit penyelidikan tenah (jka diperlukank
Persetyijuan [etargga aml Sural pernyatasn yang dibuat oléh
Kepale Desa yang menerangkan bahwa (ENEEA  FENE
hersan pkutanmemberikan persetujuan atau  tdak  ma
memberikan persetujuan Eeskipam berdasarkan perhtungan
tekmis rencana bangunan telah memenubi syarat dan telah
disetuju:  oleh  Perangkal Iepmh  Tekniz  Pembina
Penvelenggaraan Bangunan;
Cokumen  AmdalfUKL-UPL/SPPL  bagl renana keglatan
danfatau uwsaha yarng memerukan dokumen AmdalfUKL-
UPL/SPPL sesual ketembuan perapursn perundang-undangan
yang berlakuy;
Perserujuan  Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Advice
Planning dari Dinas Teknis atau UPT Dinaz Teknis sesual
dengan pelimpahann¥ya;
Rekomendasi Camat dan Rekomendam Desa setermpat.

Pelayanan MB Penertien

L

7.

Foto copy tanda bkt kepemiiltan manah yang telah dilegalizasi
dleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dual rangkap,

Fotocopy Kartu Tanda penduduk sebanvak 2 {dua) lembar;
Fotocopy bulcti Junas PEB tabun herjalan 2 [dua) lembar,

Surat permyalpan pemobon sang sudah ditanda tangam dates
materai 6000 sebanyak] [satuf rangkap;

Sural pernyataan batas tanzh yarg swdah ditanda tangatyi oleb
pemohon diatas materai 6000 sehanyak 1 [satu) rangkap;

Foto bangunan terbaru, tampak depan, samPINg Kanar, BAITMNE
k1 dan belakarg, dan

Rekamendasi Tama dan Rekomendasi Desa seiempat.

. Pelayanan [MB Perubahan

1

o 1 K

T

. Foip copy mnda bukil kepemilikan tanah yang telah dilegahsasi

oleh pejabar yang berwenang sebanyak 2 [ua) rangiap;

Fotocopy Karu Tanda penduduk sebangak 2 dua) lemhbar

Fotocopy bukt lunas FEB tahun bertaian 2 {dua] lembar

Gambar situasi dan tapak bangunan dengan skala tertentu,

Sural pemyataan pemchon yang suday ditanda tangani diatas

materai 6000 sebanyvakl {saju] rangiap,

Surat pernyataan batas tanah yang sudan ditanda tangam old

pemdhon diatas materan 6000 sehanyak 1 [satu) rangkap;

fiambar dokumen teknis banpunan gedung yang dijakukan
nerubehan, melipun:

s Cambar arsitektur, terdin dar peta siuaszi, gambar SICUES
bangunan [site plan} dan gambar rencana meliput! gambat
denah tampak potorgan dan detail dengan skala 1:20, 150
1:100, 1:200;

n Gambar sistern struktur;

¢ Gambar sistem utilites|mekanikal dan elektrikall dan



10.
11

d Perhitungan struktur unfuk banguman 4 jempat] lanta atsl
lebih, danfatau bentang struktur lebd dar & m f{enam meter
chzertai hasil penyelidikan 1anah (jika diperlukan)

Persetujuarn tetanEga atall SUrt permyarasn yang dibust oléh

Kepalag Desa yang menerangkan bahwa (EANEEA  yang

bersenpkutan membenkan perselujuan  atau  tidak  mau

memberikan persetujuan  meskipuan berdasarkan perhmungan
teknis rencana bangunan telah memenuht =Syarat dan teah
disetitjui olch Peranghat Teemh Telrus Permbina

Penyelenggaraan Bangumar,

Persetujuan  Suret  Keterangan Rencana HKabupatenfAdvice

Planning deri Dinas Teknis aran UPT dinas Tekuis sesu dengan

pelimpahannya;

Rekomendasi Cama dan Rekomendas: Desga sewempat; dan

Cambar IMB lama

d Pelayanan [zin Mendirikan Barngunan {IMB) karma bencana / Force
Majeur

L

o ST T Y &

=l

10.

11.
id.

Foto copy tands bukt kepemilifan tanah yang tldah dilegalisasi
cleh pejabar yang herwenang sebanyak 2 {dua) ranpkap;
Fotocopy Kartl Tanda penduduk sebanyak 2 {dua| |embar,
Fotocopy buked hinas PHEB tahun herjalar? (dua) lembar;

Gambar sitzas: dan tepak bangunan dengan skala rertentn;
Surat permyatasn pemohon yang sudah ditandatangan daas
materai G000 sebanyak 1 {satu) ranghap;

Surat pernyatzan balas tenah yang sudah ditanda tangam aleh
pemohon diatas materai 5000 sebanyak 1 [satu] rangkap,

Foig lokasi yang mgin dibangun fobo terband sebanyak Juga)

rangkap

Gambar dokumen tekiis bangunan gedung, meliput :

s Cimjbear arsitekiur, terdiri dari peta sitnasi, gambar situast
hanguman (st¢ plan) meliput denah, tampak, potorgan dan
detail dengan skala 1:20, 1:50, 1:100, 11200

b Garmbar sisten strgktur

c GCambar mstem ublitas (mekanikal dan elektrika)l; dan

d Perhitungan struktur untuk bangunan 4 [empat] lanta1 ata®
lebih, danfatau bentang struktur lebhe dari & m enam meter]
diseriai hasil penyelidikan tanab

Persehyjuan tetangpa atag sumal pernyataan Yang dibuat oieh

Kepala Desa wng menerangkan bahws tetangga yENE

bersanglkitzn membenkan persetujuan atau ddak  maEy

memberkan pergengjuan mesiapurn berdasarkan perlutupgan
tekmis rencana bangunan tdah memenubs svarat dan elah
dizeto jui oleh  Perangkat Dasrah  Teknis Pembinga

Penvelenggaraan Bangiman (fka diperiukan);

Persetujnan Sural  Keteranpan Rencana Kabupaten/Adwvce

Planning dai Dinas Teknis atau UPT dinias Teknis SeEUAl GeEngan

pelimpahannya;

Rekomendas: Camal.

Rekomendasi Kepolisian, dan

_ Rekomendasi Desa setempat.



BABV
MEKANISME PENYELENGGARAAN IME

Bapan HKesatu
Paragraf1

DOnmam
Pasail B

{ij HKewenangan penerbkan MB berada pada Bupan.

[ Dalam meiaksanakan kewenangen dimaksud asac (1) Bupan dapat
melimpahkan kepada penyelenggara PTF dan (Cama

{3 Pelinpahan kewenangan kepada Camst dimak=ud avat (2
dilaksarrakan dengan mempertmbangkan:

Efeslensi dan Efekiivitas;

Mendekatkan pelayarmn permberian IMB kepada masyarakat,

Falktor geasgrafs; dan

Fung=l bangunan, klasifikasi bangunan. bamsan luas tanah,

danfatau luas banmman dar jenie konstruksi bangunan }ang

manyyy diselenggarakan Kecamatan.

4] Pelimpahan kewenangan penerbian IMB sebageaimans dimaksud
pada avat (2) diawr jebdh lanjut dergan Peramuran Bupab.

oo

Pasal 9

Mekanisme Penyelenggaraan [MB di Kecamatan diatur lebih lanj dengan
Peraturan Bupan.

Paragraf2
Mekanisme Permchonan Sural Keterangan Rencana Kabupaten

[SKRK)/ Advice Flanning
Pasa) 10

i} Permohonan SKRKjAdwire FPlonming schbagaimana dimaksud dalam
pasal & dilakukan oleh Pesohon melahn Dinas Tekniz  dengan
melamipirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2| Mekanisme permohosonan SKRK/Advice Flenring diatur lebih lanjut
dengan Persiuran Bupat.

(3)Jangka waktu penyelessian SKRK/aduvice pignning dan dokumen
teknis sebagamanza dimaksud pada ayat () paling lama 14 (empal
bdas) hari kerja setdah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Paragraf 3
Mekanisme Penerbian lzin Mendirikan Bangunan {iMB)
Pasal 11
(1] Permoiionan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaloukan oleh

Pemohon melalui Peryelenggara FTS dengan  melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



{2} Mekzanisme permahonopan IMB diatur lebih Ianjt dengan Peraturan
Bupati-

i3 Jangka waktu penyeiesatan SKRE/S adnce planning dan dokumen
tekmus sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling lama 14 (empat
helas) harl kerja setdah berkas dmyatakan lengkap dan benar,

SAE VI
PELAYANAN ME

Bagian kesatu

Lhmum

Posal 12

{1} Pelajanan sdministrasi [MB, melipauti:
a Permohonan/Pengajuan IMB; dan
h Pembuatan duplkat/copn dokvmea MB yang dilegzlisasikan
sehagai penggant dokumen MB yang hilang ata rusak, dengan
melampirkan surat permohonan  pengpatitian dokumen dan
keterangan hilang teriulis dar mstansi yang berwenang,

(2} Pengurisan pennohonan ME dapat dilakukan oldy pemochen sendir,
atay dapat dengar menunuk pihak laic dengan  surat kuasa
bermaera yang cukup

{3) Mekanisme pelayanan adminisirasi IMB sebagaimana dimaksud pada
avat (1] diatur lbih lanjut dengan Peratoan Bupat.

Bagian Kedua
Perterbitan, Penundaan dan Pendakan MB
Paszal 13

{l| Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan fungsl dan kdasiftleesi
hangunan

12} Umsuk fungmi’ dan klasifikasi bangumarn hans sesual  dengan
peruntukan fokasi yang diatur dalamm RTRW. ROTR, dan /fatau RTBL.

Pasd W4

{1] Bupati melalui instanss tekniz perizinan dapat menunda menerbitkan
IMB apabil=:

a masih diperlukan wakio tambahan untuk menilai, khuo=susna
persyaratan bangunan sera perombangan milal lingkungan yang
direncanakan; -dan fatai

b Bupati sedang merencanakan rencana bagian kpta atan IERCAn:
terpering kota,

2} Penundaan peaerbitan [MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan § (satu) kali sampai untuk jangka waktu palng
lama 2 {dual bulan rerhiting sejak penundaan zebagaimana dimalksud
pada avar {1].



) Dalam haljangka waki sebagaimana dimaksud avar [2) welah terlewat
mzka IMB wajb diterbitkan

Pasal 15

(1] Bupat melahn mstansi wkms perizinan dapat menolak pemiohonan
IMB spabrla bangunan gedung vang akan dibangun: _
a tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tekmis, _
h penppunaan tanah yang akan didirikan banguman tidsk sesuai
dengan fencana caa ruang:
¢ mengganggu atiu memperburuk linpkungan eelitar; _
d mengpanigeu lal linms, aliran air, cabawa pada bangunanszeldtar
arg telah ada dan/atau
e terdapat keberatan dari masyarakeat.
¥ Penolaken permohonan MB sehagaimana dimaksud pada asat i3
dilakukansecara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
[3 Ketemtuan lehih lanpt mengenal keberatan olich masyarakst diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

{1} Surat penolakan permohonan IMB =ebagaimana dimsiesud dalq.m paczal
17 sudah barus diterima pemchon paling lambat 7 [fujuhl han setelah
surat penolakan dikelwarkan bupah melaks mstarmi teknis perimnan

|3 Pemolion dalem wakiu pailing lambat 14 (empat bdas] harl sstelah
menerma suwat perplakan sebagaimana dimaksud pada syat {1] dapat
mengajutkan keberatan kepada bupab

(3} Bupan melalui mstansé tekoms penzinan dalam waktu paling lambat 14
lempat beas) har setelah memerima keberatan sebagsimana dimaksud
pada ayat [ wajb memberikan jawsban tertulis terhadap keberaran

ghon

4 m prm chon tidak melakukan hek sebagaimans dimaksud pada ayat
(2} pemchon dianggap menerima surat penolakan tersebut

{5 Jka bupati melabd instarm  tekmis penznan tidak melaioikan
kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (3 diangeep menenms
alasan keberatan pemobion schingga hans menerbitkan IMB.

Bagian Kebpga
Dokumen IMB

Pazal 17

Kelengkapan Dokumen IMB terdiri dan:

a. Keputusan Bupati teniang IME;

b, gambar situasi dan gambac rencana tekns sebagai dolumen Yang
menun jukkan situast letak bangunan gechmpg dalam bagian  kota,
konstruksi banpunan dan tpolegi dan bangunan sistem ublitas,
melanmikat elekinkal. detail konsouksi: dan

¢ Untuk IMB  yang dikenakan retribver  termasuk  Dokumen
penghitungan besarmya rembus [ME.



BAB V1
RETRIBUS| IMB

Fasal 18

{1l Atas pemberian izin uotuk mendifkan bangvnan dipungui retribusi
dengan mama Retribusd Perizinan Tertentil

17} Ketentuan lebin lanjut mengenal Rembusi IMB scbagaimanz dimaksud
peda, agat (i] diawr dalam Peraqman Daerah

Pasall9

(1] Bupati dapat memberikan kennganan retribusi IMEB  kepada wagb
retribusi.
(% Ketinganan yang diberian diperuntukan untuk bangunan yang
tertimpa bencana.
{3] Besarnya keringsnan syang dsbecikan ditetapkan sebagai berilnat:
a. untuk bangunan rumah togpal sebesar 50% (ima puluh per
seratus) darl besar retribusi yang diterapkan;
b. untuk bangunan perdagangan danjasa sebesar 30% kiga puluh pe
seratus} dar besar retribusi vang ditetapkan; dan
. untuk benpgunan pergudangan/industT sebesar 20% (dua puluh per
seratus] dari besar retribusi yang diterapkan.

BAB VIL
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGLUNAN

Keszarn
Pdaksanaan Pembangunan

Paragraf 1

Umum
Pasal 20

() Pelaksanaan pembangunar bangunan vang telah memiliki IMB harus
sesuai dengan dokumen tedms.

12 Pemilik bargunan yang melanggar ketlenfian sehagaimana dimaksnd
pada zsat (1) dikenakan sanksi peringaian tertulis,

(3) Bupati melaiul mstansi pelayanan penznan memberikan permgatan
tertulis paling barwak 3 @Ega) kall berturus-turut dengan selang
waktu masing-masing 7 {tujuh) han kenja.



(1)

(1

i2)

i1

2
Perubiahiin Rencana Tekmis dalam: Tahap Pelaksanaan Konstruks:

Pasal 21

Perubahan rencana beknis dalam tahap pelaksanaan konstraksi

dapat dilzkukan jika:

a perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling/persil yang tdak
sesuai dengan rencana tekmig, danfatau adanya konds ekusting
di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah /dipindahkan
berupa jaringan infrastruktur fprasarana, sepem kabel saluran,
dan pipe;

b pervbahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan,
meliputi penampilan arsitektur, perluasan, araug penpurangan luas
danjumiah lantai, danfatau tata ruang-dalam; dan

¢, perubahan fungsi aas permintaan pemilik/pemohen.

Akibat perubahan rencana teknis schagannana dimaksud dalam asat

{1, maka herus melatni prees permokonan baru/iMB Perubahan

dengan proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 14,

Perubahan sehagaimana dimeksud pada ayar {1) hurub b dan hurufc

dlkennkan retribusi secara proporsional sesual  dengan lingkup

petubahan, dan tdak melampani besarnwa retribu=st  IMB
pembangunan baru.

Baman Kexdua
Pengawasan dan Pergendalian Pembangunan

Pacal 22

Pangawasan dan pengendalan rerhadap penvelenggaraan bangunan
yang tdah memitiki izin dilsksanakan oleh Perangka Daerabh Yang
membidang! perizinan dan/atay Perangkat Daerah tekmis pembina
penyelenggaraan hanguran.

Kegiatan pengawssan sébagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl
pemeriksaanr fimgst bangunan, persyaratan teknizs bangunan, dan
keardalan banpunan.

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada a¥al [} melipot
perinjauan  jokasi, pepgecekan informasi  aas pengeduan
masyarakat, dan pengenaan sarbsi.

Pazal 23

Dalam rangka penpawasan dan pergendalian  pemnilix 1zn wajb
memasang plark MB dan pla IMB-

Ketentgan lebin lanyi mengenai pemasangan plank IMB dan pl=
IMB schagaimana dimaksud pada asar (1] diatur dengan Peraturan
Bupeati.



{1

2}
&l

[1]
2]

(0
¥

BAR IX
SOSIALISASI

Pamal 23

Pemerimtah Daerah mdaksanaken sosialisasl kepada masyarakat

terkait dengan proses peryelenggaraan MB antara lain terkai

dengan:

a, Eeterangan rencana daeralt

h Persyaraan yang per dipenubi pemobon

c Tats cara prases pereitan IMB sgak permehonan diterima
sampai dengan penerbitan IMB: dan

d. Teknis perhitungan dalam penetspan retribusi IMB.

Keterangan rencana daerah sehagaimana dimaksud pada ayat {1)

hurul a amara lain berisi pereyaratan teknis bangunan.

Sosialisasl kepada Mmagyarakat pada ayat (1) diaksanakan deh

Perangkat Daerah yang membidangi penzzan danfatau Perangkat

Maerah feknis pembinaan, pengawasan dan  pengendalan

penyelenggaraan bangunan.

BAB X
PENERTIBAN IMi3

Pasal 25

Pemeriniah Daemhb dapat melakulan Penerpban IMB dalam rangka
pembinaan penyelenggaraan hangunan.

Penernban sehapgaimana dimakasnd pada ayar (1] dapat dilakukan
pada bangunan yang sudah terbangun dan ddak senublki MB seata
bangunannya tidak aesumi  dergan  lokasi, peruntukan, dan
petiggunaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang,

BAHXI
PELAPORAN

Pasyl 26

Perargkat Daemah vyang menyelenggarakan  pelaysnan MB
melaporkan penerbitan IMB kepada Bupati.

Laporan schagamana dimaksud pada aya (1) disampaikan palng
seclikit 1 {=zatu) kali dalam 1 (sam) bulan,



{1

{2

3]

]

3]

)

BABXI
SANLI]

Bagian Kesatu
Unmim

Pasal27

Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasifrenovam
dan/atau pelestarian/pemugaran bangunan fampa dilengkap IMB
dapat diberhentikan.

Setisp kegiglan pembangufian bangunan baru rehabilitasifrenovasl
danfatau pelestanan/pemugaran bangunan Yang dilengkap IME
tetapi dalam pelal=anaaniya tidak sesimi depgan wn yang telah
diberikan dapat diperintahkan untuk diberhentkan pelaksanaanoya
pembatasan  Kegatan, pemberhentian  seraentara  dan pembekuan
1zin, penghentian tetapdan pencabitan mn danfatau dibongkar,
Pemilic  bangunan vang GUdak mengmndahkan sampal dengan
pergatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan
tetap bdak meiskukan peitmikan aas pelanggaran, dikenakan senksi
pembatasan kegiatan pembangunan.

Pengenaan sanksi pembatasan kegiaan pembangunan dilaksanakan
pating lama 7 [tujzh] hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis
ketiga diberinza.

Pengenasan sanksi penghentian  setnentara permbangunarn dan
pembekuan ME jka dalam wakiu 14 (empat bdas) hani kalender
rerhitung sejak pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud paia
ayal (3), pemiiik tdak melaksanakan penngaan tertulis.

Pengenaan =anksi berupa penghentian  tetap  pembangunan
pencabutan IMB dan/atau swat perittah pembongkaran bangunan
jka dalam wakta 14 (empat belas) hari kalender terhitung semk
dikenakannya sanks penghentian semerzara  bangunan dan
pembekuan MB schagaimana dimaksud pada ayat [(4), odak
melassanakan peringaian tertuls danfatas penyelesuan atas sanksi
vang dikenakan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran bangunarn,
apabila ddam 30 {=ga pulubl han kalender setelah perintah
pembongkaran sebagaimana dimaksod ayat (8 disamparkan, pemilik
bdak mematuln periah tersebut, Bupati dapat membongkar
bangunan bersebut sefuruhnya atan sebagian.

Bapan Kedua
Pembelngan dan Pencabutan MB

Pagal 28

MB dapat dibckukan atau dicabut apabila |

a.

Persyaratan vang menjad dasar diberikannya iz ternyara terbukti
tdak benar;



|+

{1)

2}

{1)

3

6 (enam) bulan setdah diberikannya on, pemilik IMB behurn
memulai pelaksanaan pekeriaan pembangunan bangunan bau atau
merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikanf memugar
bangunamn, fanpa memberikan penjelasan; dan

Pelaksanaan pekerjgan pembatigunan  bangunan  baru  atau
merehabilitasifmerenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar
bangupan MENYRNpAng dan rencana vang telah disahkan dalam
keputusan tentang 1MB.

Pasal 20

Pembeknan <an pencabutan [MB  dtetapkan oleh Bupati secars
tertulis melalyi Perangkat Daersh sang membidang! periznan ates
rekomendasi Peranglkat Daerah tekniz pembina pen} elenggaraan
hangunen dan disampalkan kepada pemiik BB dengan disertal
alasan-zlasan pembekuan/ pencabutan,

Pemitlc IMB diberikan kesempatan untuk = mengemukakan
Lebersrannya dan mohon  penmnjasan  kembali pembekuan/
pencabutan MB kepada Bupan dalam jangka waktu 14 lempa; belas}
iwri terhitung sejak bari ditetaplan dan disampaikan pencabutan
ME.

BAE Xt
PENYIDIKAN

Pasal 30

Pejabat Pegawai Negerd Sipil tertentu 4 lingkungan Pemenntah
Draerah diberi wewenang khusas sebagai Peryidik untuk melakukan
penyidikan tindek pidana ams pelanggaran IMB sehagaimana
dimaksud dalem Undang-tndang Hukum Acara Pidana.

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah Pejabat
Pegawai Megen Sipidl tertepm di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkar ol¢h Pejabat yang berdensmg sesuml dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dmaksud pada ay= il)adalah :

a Menerma, mencary, mengumpalkan, dan meneln keterangah atsl
laporan berkenasn dengan tindak pidana atas pelangegaran IMEB
agar keterangan ateu Bporan tersehan menjadi lebh lenghap dan
jelas;

b Menelin, mencari dan mengumpulkan keterangan mengens
orang probadi atan badan temtang kehemaran perbuatan yang
dilatukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran
IME,

o Meminta keterangan dan bahan bukii dard orang Pbadl ataa
hadan sehubungsD dengan tndsk pidana =as pelanggaran IMB,



(4

(1)

i)

13
(H

1]

4 Memeriksa bukuy, catatan, dan dokumen lam berkenaan dengan
tindak pidAna atas pelanggaran IME;

a Melakukan pengpdedalan untuk mendapatkan bahan bukno
pembukuan, pencatatan. dan dokumen lain serta melakukan
penvitaan terhadap bahan bukn tersehur

f Meminta banman tenaga abl dalam rangka pelaksanaan THgas
perwidikan tindak pidana aas pelanggaran [MB;

g Menyurub bethend danjfatan melarmng SCSCQTANE menngga)kan
riangan atsu tempar pada sasl pemeriksaan sedang berlangsung
darn memeriksa identitas orang. benda denfartau dokumen yang
dibaw s

I Memotret seseprang yang berkakan dengan tindak pidana =tas
pelanggaran [ME:

i Memanggil crang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sehagal tersangka ata sanksly

3. Menghentikan penyidikan dan/atau

k Melakukan tindakan lain wang perls untuk kelancaran penyidikan
tindak pidane atas pelaDggaran MB sesumi dengan ketenrpan
peraturan perundang-undangan yang beriaku

Penyidik sebagaimana dumaksud pada aye {{] membentahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaiker hagil penyudikannya
kepada Penuntui Umum meiakn Penyidkan Pejabat Polisi MNegara
Republik [ndonesia, sesual dengan ketentuan yarg diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Sehap orang ataul Badan yang medanggar hketentuan sebagaimana
sang dimaksud dalam pasal 3 ayat |} dancam denpan pidena
kurungan paling lama 3 figa) bulan dan amu dmda paling barpak
Fp. 5000000000 (lima puluh juta rapiah].

Pengenaan pidna sebagsumana dimaksud pada adat (i) ticak
mengurangi kewajiban pemchon untuk memathi ketentuan yang
telah chtetaplan.

Tindak pichna sebagaimana dimaksod pada  ajat (1) =adalah
pelanggaran,

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat ()} dmsetorken = ks
daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa X2

ME yarg telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ird
dinvatakan masih texzp berlaku.



Semua bangunan yang telh dibangun dan betum dilengkapt dengan
o ﬂdﬂuadalmnﬂ:mmﬁ gﬂjing lammbat 3 Hga) tahun terhitung =sejak
berlakunya Peranran Daerah im wajik memilad IMB berdasarken
Peraturan Daerah i,
Xy Barx?gunan vang pada sasl berlakunya pen¥usunar Peraturan Daerah

BAB XVi
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 33
Daerah i mulai berlalu pada tanggel diundangkan.
ieg?}mr:;iapa -::-r:em]:]I mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Deerah ini dergan penempatanny a pada Lembaran Daerzh
Kabupzaten Sambas.

Ditetapkan & Sambas
pada tanggal 10 Desember 2015

BUFAT] SAMBAS.
TIiD
JULIARTI DJUHARD] ALW!

Diundangkan di Sambas
pada tangga 10 Desember 20135
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KABUPATEN SAMBAS,

TID
JAMIAT AKADCL
LEMBARAN DAE RAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan Sesual Dengan Asling

KEP ALA BAGIAN HUKUM
DN RUND ANGAN

Pembinz [[‘i.Fj-a]
NIP. 19640112 200003 1 D03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVING! KALIMANTAN BARAT: 11/2015



bargumen yang tdah dibangun dan belum dilengkapi dengan
. ﬁguaMm waktu paling lambat 3 {oga tahun techitung sgak
berlakunya Peraturan Daemh ini wajibmemillki IMB berdasarkan
Peraturan Daerah ini.
(3 Bangunan yeng pada saat berlakunya penyusiman Peraturan Daerah
jni. izinnys sedong dalam proses penyelesaian  etap diproses
berdasarkan Peraturan Daerah yang lama

 BABXVI
RETENTUAN PENUTUF
Paspl 33
Pergturan  Daerah mi mulai berlaia: pada tangegal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Perasturan Daerah i dergan penempaeannya pada Lembaran Daerah
Kabupsten Sambeas.

Dtetoplein & Sambas
pada tanggal 10 Desember 2015

BUFAT] SAMBAS,
TIL

JULIARTT DWJUHARD ALWI

DHundangkan 4 Sambas
pala tanggal 10 Desember 203 5

SEKRETARIS DAERAH
EABUPATEN SAMBAS,

TTD
JAMAT ARKADOL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 14

Splinan Sesuni Derngan Aslinya
KEBALA BACIAN HUKUM

NIF . 10640112 200003 1 003

NORE(G PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMEBAS,
PROVINSG] KALIMANTAN BARAT : 11/2015



PEN.JELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAS RUBUPATEN SAMBAS
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENT ANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I UMUM

Pahwa dengan slah ditctapkannya Undang-Undang Nemcr 22

Tahun 2002 tentang Banguman Gedung dan berdasarkan peraturah

an dan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Prizk

Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

907 1 tentang Retribusi perizinan tertentu yaitu Reuibusi IMB perh
& sesuaikart.

Balwa Peraturan Daerah im mengatur pula mengenal pENEAWasAn
dan pengendalian penselenggaraan banmman sebelum dan setelah MB
diberikan, Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan
fungsi banpunan, persyaratan ks bangunan, dan  keandalan
bangunan. Fung=l pengendalian dilaisanakan melahy peninjauan
lokasi pengecekan iformasi atas  pengadsan masyaraket, dan
pengenaan sanksi sehingga dengan Perzturan Daemh im tujuan untuk
mewujudkan terth dan  kepastian hukum dalan penyelenggaraan
bangunan yang memenubi persyaratan administram dan DPETS laratan
tekris sesuai dengan fungsinya dapat tercapar.

. PASAL DEMI PASAL

Fasal 1
CukupJelas.

Pa=all
Cukup Jelas,

Pasald
Ayat (1)
Cukup.Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksuod dengan bederg  adalah rumsh darorat
[semertaral hagi pa2 pekerja yang terletak d areal pelaksapaan
peieriaan dimaksud.

Yang dimaksud dengan material dan konstruks: sementara
adalaly bakan banpunan dan Konstruksl bangunan karera
sifatnya mempuniyal Umur Byanan kurang dari 5 (lima] tahum,
contoh pagar bambu.



Pasald
Asat (1)

Prinsip pelayahan prina adalab, bahwa proses penerhatan_lMB

yang meliputi proses pemeriksaan {pencatatan dan penelitian)

termasuk  pengkajian, pentaian/evaluasi. Persetujuan,  dan
pengesshan dokumen rencesa telaus serta penerbian IMB
dilzkukan dengan :

a Prosedur sang jelas sesumi dengan proses dan kelengkepan
vang diperlikan  bendasarkan  tingkst  kompleksitas
permasalahan rencana teknis .

h Walau proses yang Singkat bendasarken penggolorgan sesual
dengan tingkat kompleksitas permasslahan renana teknis;

¢. Transparansi dalam pelmyanan dan formasi  termasuk
perhitungan/penctapan  besarmwa retnbusi IME ¥ang
dilakukan secara obiektil proporsional dan terbuka; dan

d Ketenangkuan, yailu besarma rembus: IMB se=zuai dengan
lingkup dan jends bangunan serta tngkat kemampuan
ekonomi masyarakat

Asat 12
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jetas,

Pa=alh
Cukup Jelas.

Pasal 7
Axyat (L)
Tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah
atau tanda bukti statis penguasaan tzmah dapat  berupa
sertifikat hak atas tanah, akia jual bel danjfatau bukti status
penguasaan tanah lainnva atau  tanda bukt  petjanjan
pemanfaatan tanah

PaarlB
CukupJelas.

Pasal9

Yang dimaksud dengan Keterangan Rencana Daerah/advice

planning  adalah  rekomendasi  perencanzan  yang  bersr

ketentuan; aturan fungzn dan tea maesa banpunan di suaiu

persill yang dipimakan sebagai dasar perencanaan tekmis

bangunan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah  Tekmis

Permabina Penyelengearaan Bangunan, melpun :

a Fungmi  banpuran yang dapat dibangun pada lokas2
bersangloutan:

h Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan:

c. Jumlah lantaif lsm=z barguman d bawah permuloman tansh
dan KTB yang diizinkan, apabila banguman & bawah
permukaan tarakh,



d Canis serpadan dan jarak bebas minimim bangunan yang

diizinkar;

e, KB maksimum, KLB maksimum,
maksimum vanp ditzickan;

f Jaringan utlites keta dan

g. Keterangan lainnyva yang terkast.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Fasal 1!
Culiup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pacal 14
Cukup Jelas,

Pesal 13
CukupJelss.

Pasal 16
Cukup Jeins

Pazal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
CukupJelas.

Paal X0
CulipJelas.

Fasal 21
Culup Jeias

Pasall2
CukupJelas

Pasat 23
Cukup Jeas,

Paszal 2
Cukup Jelas.

EDH mininum,

KTB



Pasal 5
Cukup.Jelas.

Pasal 26
Culcup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas,

Pasal 30
Cukup Jelas.

Fasnal 3l
Cukup Jeas.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal33
CukupdJelas.
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